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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam sistem hukum nasional. Permasalahan 

utama yang dikaji adalah kesesuaian Perda tersebut dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 Penelitian ini Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis 

normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books), Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif-analitis, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis 

kualitatif, yaitu mengkaji dan menarik simpulan dari bahan hukum primer dan 

sekunder yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode interpretasi 

hukum. Setelah dilakukan interpretasi, kemudian dilakukan analisis terhadap 

hubungan antara Peraturan Daerah dan norma hukum di atasnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda ini telah 

mengakomodasi prinsip-prinsip dasar penataan dan pemberdayaan pedagang kaki 

lima dalam kerangka otonomi daerah. Namun, dalam praktiknya ditemukan 

beberapa persoalan terkait implementasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan 

prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas 

pekerjaan. Perda ini cenderung menitikberatkan pada aspek penertiban 

dibandingkan pemberdayaan, yang berpotensi bertentangan dengan semangat 

konstitusi dalam melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

harmonisasi regulasi dan penguatan substansi perda agar sejalan dengan sistem 

hukum nasional dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan keadilan sosial. 


